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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGRAT II BANYUMAS
NOHOR 5 TAHUN 1995
R TENTANG
) RENCANA UMUN TATA RUANG KOTA (RUTRK )
/ ROTA ADMINISTRATIP PURYJOKERTO
7 e
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M44A ESA
BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGRAT TI1 BANYUMAS
Henimbang &. bahwa Fersturan Daersh Kabupaten Daersh Tingkat
I Banyumss Nomor 1 Tahune 1987 tentang Rencana
induk Kotsg, Rencana Bagian #ilsysh Kota dan
Rencana Terineci Kota, EKaota Administratip Purwo-
kerto sudsh tidak sesuszi lagi dengsn perkembangsan
keadaar , sehingga perluy ditinjau kembali
b. bsahwusa Ssenubungan dengat hal tersebut di stgs
perlu menetsphan kembal - Feratursn LPaersh Kabhups-
ternn Dsaersh Tingkst II Bsnyumsas tentsng Rencsans
Ymum Tata Ry 1€ Kots (RUTRK) Kota Administratip
Purwokerto/.'//@r
Mengingag ;1 Undangwundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-

tukan Daerah-daersh Kabupaten Dalam Linghkungan
Propinsi Jawa Tengah : ; '

. Undang-undang Nomor " Tahun 1960 tentang
Perastursn Dasar Pokok-nokok Agraria (Lembsaran
Negsra fepublik Indonesia Tshun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor
2043,

3. Undang—nndang Nomor 5 Tehun L8974 tentang Pokok-
pokok  Femerintshan Di Caerah (Lewbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tembahan
Lemwbaran Negara Republik (ndonesis Nomor 30870

¢. Undang-undang Nomor 13 Teahuan 1430 tentsng Jalan
(Lembsran Negara Republk Indonesis  Tahun 1980
Noweorp #3 Tambshan Lewbaran Negars Republik
Indonesia Nomor 3186 ).

Y

Hndeng~indang Nomor 4 Tehun 1983 teavang Keten-
tuan-—-ketentuan Fokok Penge'olsan Linghungan Hidup

B
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1992
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10.

11.

12.

13.

14 .

1o

6.

(Lembarsn Negars Republik Indonesis *Tahun 1982
Nomor 12 Tambshan Lembaran Negara Requlik Indo-
nesia Nomor 3215) ; :

Undang-undarig Nomor 24 fuhun 1892 tentang Pena-
taan Ruang (Lembarsn Negars Republik Indonesisa
Tahun 1992 Nomor 115 Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tshun 1982 tentang
Pembentukan Kots Administratip Purwokerto
(Lemharan Negars Republik Indonesis Tahun 1882
Nomor 61) ;

Persturan Femerintsh Noma.: 26 Tahun 1985 tentang
Jalan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
19885 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesis Nomor 3293) ;

Peratursan Pemerintah Nomo» 29 Tahun 1986 tentang
Analiss Mengensi Dampalk Lingkungan (Lembaran
Negsra Republik Indenesia Tshun 19886 Nomor 42,

Tambahan Lembsran Negara :publik Indonesia Nomor
3338)

Peraturan Femerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahsan Sebagian Urusan Pemerintahsan Dibidang
Pekerjsan Unmum kepadsa D.aerah (Lembaran Negsara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesis Nomor 3353) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedomsan Penyusunsan Rencans Kota

Keputusan Menteri Dslam Negeri tanggal 24 Juli
1985 Nomor B50-658 Tahun 1985 tentsng Keterbuksan
Kencana Kots Untuk Umum ;
Keputussn Menteri Pekerjssn Umum Nomor : 640 /
KFTS /7 19886 tentang Perenzansan Tata Ruang Kota H
Keputusan Menteri Dalen Negeri Nomor 58 Tahun
1988 tentang Petunjuk Pelakssnsan Peraturan
Menteri Dsalam Negeri Nomcr 2 Tahun 1987 tentang
FPedoman Penyusunan Rencana Kota

.
bl

Keputussn Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tsghun




1988 Tentang Penatsan Ruang Té}buka Hijau di
Wilsyvah Perkotaan; .

{/}4. Peraturan Daersah Kabupsten Daerah Tingkat 1II

Banyumas Nomor 11 Tshun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenzangan dan Pemberhentian
Fegawsai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada
Femerintsh Kabupaten Daerah Tingkat I Bsnyumas

(Lembaran Daerah Rabupuaten Daerah Tingkat Il
Banyumas Tahun 18985 Nomor S Seriby

Peratuvsn Daerah Kabupsten Daersh Tingkat 1II
Banyumas Nomor 12 Tabur 1893 tentang Rencana Tats
Kuang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyu-
mas (Lembsran Dsersh I'sbupaten Daerah Tingkat

&3

LI Banyumas Tahun ..... Nomor Seri—-. ; ;
Dengsn Persetujuan Dewan Ferwskilan Rskyat Daersh Kabupaten
' Dserah Tingkst IT Banyumss

HEMUTUSKAN ///

Menetapkan : PERATURAN DAEKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BANYU-
MAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
. L‘)a'tlam Feratuvan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Dserah adalsap Kabupsten Daersh Tingksat I1 Banyumss ;

b. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Kabupaten Daerah Tingkat
LI Banyumss ;

©. Bupsti Kepsals Deerah adalsh Bupati.Kepala Daerah Kabupatesn
Daerah Tingkat 1] Banyumas ,

4. Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakvat
Daersh Kabupsten Dserah Tingksat II Banyumas ;

e. Ruang =adalah wadah yang meliputi ruang darstsn, ruang lautan
dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia
dan mahluk lainnya, hidup dan melakikan kegistsn serta memeli-
hara kelangsungsan hidupnya

f. Tatz Rusng adalsh wuiud strukturel an pols remanfastsn ruang
baik direncanaksn maupun tidak

€. Rencans Tata Ruang adalah hasil perencanasn tata ruang ;

h. Wilayah Perencanaan adalsh wilsyah vang diarahkan pemanfsaatan
ruangnys sesusi dengan masing-masin: jenis rencans kota

.
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a.,

AZAas penyusunsn Rencania
kerto adsalsh

a.,

b.

@

Maksud penvusvnan RUTRK Kots Administy

sebagnsi landss
tah FPusat,
Tingkat 11 dsn  m
secara bperencans, t

Rencans Uwmum Tats Rusang Kots varg selanjutnys
adalah Rencans Pengembangan kota vang dieg
dan norn teknis oleh

disebut RUTRK
iapkan secars teknis
Pemerintah Dserah vangz merupakan Rumusan

kebijaksansan pemanfaatan wmuks bup Wilayah kota termasuk
ruang disatasnya, Yang merjadi pedonmn rPengaraharn dan pengen-
dalian calam pelaksanasn pembanguna- kota ; *

Bagian Wilaysh Kota vang selsnjutnys disebut BWK sdalah satu
kesstuan wilayah dari kota vang bersangkutan Y&ng merupakan
Wilaysg

vyang terbentuk secars fungsional satau administratip
dalsin  rangka Fencapsaian days guna pelavanan .fasilitas umunm
kota ;

sub  Bagian Wilsyah Kota van
penjabsran

terbentn

£ selanjutnya disebut SBWK adslah
wilayah perencansan vani lebih kecil dari EWK dan

k secars fungsionsl dengan tujuan cptimalisasi prelays-
nan fasilitas kota

Koefisien

1

Dasar Bangunan vang selaniutnya disebut EDB sadalah

angka recbandingan antara luas total lantsai bangunan dan luas
lahan

Koefisien Lantai Bangunan
sngka perbandingan antars
dap luas lahan.

vang selanjiutnya disebut KLB adzalah

Jumlah tots] lantai bangunsn terhs-

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Umum Tats Ruang Kotsa Administratip Purwo-

cemanfaatar ruang secars terpadu, berdaya guna dan berhssil
guna, tertib, serasi dan les

stsri serts berkelanjutan
berpedoman psda strategi pemb

cdengan
angunan

berweawasan lingkungan ;
remanfeastan ruang BWK bagi
terpadu bzrdays

dar seimbang

semua kepentingan masyarakat secars
guna dan berhasgil guna,

serasi, selaras
Sertsa berkelanjutan

»

keterbukaan, tFersamsan, keadilan dar perlindungan hukum.

Pasal 3

atip Purwokertn adalsah

San hukuom darp redoman ysng mengikat. bagi Pemerin-
Femerintah Daevah Tingia~ 1. Pemerintanh Daerah

a5ysra ket dslanp nemsantaethan Ryang Kota
ersrsh, dan berke<inambungsn '

.
b
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b. untuk mewnjudkan peningkatan kualites lingkungan kehidupsan dan
eenghiduparn masyarakat di Wileysh Perencanaan.
{

a, meningkatikan Peranan Kota dslam peldyanan yang lebih lygs agar
mampu berfungsi Sebaggi Fusat Pembangunan dalam suatu sistep
Pengembangan Wilayah s

b. menciptakan vola tatg ruang yang Sttcasi dan optimagl dengan
Eenyedisan prasarana, Sarana dan utiilitgs kota Secara tepat
Sertg merats Sehinggs tercapsi kuslitag lingkungan kehidupan
dan Penghidupan harga kotsa ddlam Suasana yang Sejahters, adil,

o merningkstkar Pemanfsatan Sumber dsya alam dan Sumber days
buatan i Wilayah Perencanaan Secars berdayg guna, berhssi}
Buna dgp tepat guns untuk meningkatkan kualitasg Sumber daya

d. wewnjudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah Serta nme-
nanggulargi dampak negatif terhadap lingkungan

€. memberikgar kejelasan Pemanfagtgn ruang ysng lebih akurst

f. mempercepgt pembangunan Secara lelih tertibp dan ter-
kendsglj

g. temberiksn Rejelassan bPemanfaatan ruang yang lebih rinci

f, memberiksn gambaran Seécarsg geometri bemanfastan ruang kotg
vang disusun untuk Perwujudasan ruang kotg dalam rangks relsksg-
naan Pembangunan kota,

BAB 111
REDUDUR AR DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK Keota Administratip Purwoxerto adalah Penjabsran
dari Kencana Tats Ruang Wilayah Kabupsaten Daerah Tingkat II
Banyumas d&an kebijaksanaan Pembangunsp vEng berlaky Serta Polg
Dasar Pembangunan Dagrah Yang menjadi dasar Pertimbangan dalam
Fenyusunan rericans Fembangunan kota

A ot — i e



Pasal 6

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK Kota Administratip Purwokerto
mencakup 4 (empat) Kezamatan dengen luas 3.858, 34 Ha, yaitu
a. Kecamatan Purwokerto Utars selvas 801,39 Ha, meliputi
- Kelurahan Bancarkembar seluas 133,33 Ha -

- Kelurahan Purwonegoro seluas 172 Ha ;
- Kelurahan Karangwangksl seluas B0 Ha
- Kelurahan Grendeng seluas 118 Ha
- Kelurshsn Pabuarsan seluas 130 Ha ;
- Kelurahan Sumampir seluas 158,54 Hs s
- Desa Bobosan selusas 129,98 Ha.
b. Kecamstan Purwokerto Timur seluas 841,91 Hs, meliputi
- Kelurahan Mersi seluas 131 Ha
- Kelurahan Arcawinangun seluas 164 Ha ;
- Kelurshan Purwokerto Wetan seluas 127 ﬁa :
- Kelurahan Purwokerto Lor seluas 150 Ha ;
- Kelurahan Kraniji seluss 151,91 Ha ;
- Kelurahan Sokanegars - seluas 118 ° Ha.
c. Kecamsatsn Purwokerto Selatan seluas 1.375,31 Ha,
meliputi '
- Kelursanan Ksrangklesen se.uas 302 Ha ;
- Kelurahan Teluk se’uas 351 Ha ;
- Kelourshan Berkoh seluas 185,31 Hs ;
- Kzlurahan Purwokerto Kidul se’uss 105 Ha ;
- Relurehan Purwokerto Kulon setiags 120 Ha ;
- Kelurahan Tanjung selias 159 Ha ;
- Kelursahan Karangpucung selias 153 Hs .
d. Kecamstan Purwokerto Barat seluss 739,73 Ha, meliputi
- Kelurahsan RKedungwulnh seluas 34 Ha ;
- Kelurahan Kober selias 107 Ha ;
- Kelurshan Rejssari selias 141 Hs *
- Kelurahan Bantarsoka seluas 100 Ha ;
-~ Kelurahan Pasirmuncang seluas 116 Ha ;
~ Kelurahan Pasip Kidul seluas 109 Ha ;

- Kelurshan Karanglewas Lopr seluas 85,73 Ha.

(2) Batas-batas wilayah Perencanasan sebagaimans dimaksud dalam
ayvat (1) adslah

- sebelsh Utars * Kec. Baturaden dan Kec. Sumbang .

- sebelsh Timur * Kee. Kembsran

- sebelah Selstan - Kec. Patikraja dan Kec. Scokarsja.

- sebelah Barst  Kee, Kedungbanteng dan Kec, Karanglewas.
BAB 1v

RENCANA UMUM TATA RUANG ROTA

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Yungsi Kots

Pasal 7

Peranan Kotg Administratip Furwokerto dalam Wilayah Kabupsten

Lserah Tingkst 11 Banyumas adalsh sehggai Pusat pertumbuhan Sub
Wilaysh Pembangunsn T dengan wilaysah péluyanan meliputi 12
matan  yaity RKecamatan Patikrajs, Sokaraja, Kalibagor,
Sumbang , Baturaden, Karanglewas, Kedungbanteng‘
kecamstun dslam Kota Administratip Purwokertc.

Keca-
Kembaran,
dan kecamatan-




Pasal 8

fungsi Kot s Administratip Purwokerto dalam wilayah Kabupaten
Dearah Tingxst 17 Bruyuress sdalsah ditetnokan sebagas berikut :

2. Fungsi Uwam
1. Pussat FPelsvansn Femerintahan Rabupsten Daersh Tingkat 1I1I
. Banyuuas . ; .
Z. Pusst Felayanan Fasilitas Sosisl bagi Xots Administratip
FPurvorerco dan seiitarnya
0

. L]
3. Pusat Pelavanan konomi dsan Transi.orcasi.
b. Fungsi Rhusus - .
L. sebagai kots trasnsit lalu lintas
«. sebagsii kota transit pariwisats ; -

<. sevegal hota pemukiman
4. sebagai kots pusat kegistan pelayanan pemasaran hssil
pertarian dan penyediasan alst produksi ;
‘ 5. sebagni hkots tendidikasn ;
6. seag i kota perdezsnzsan.

Bagian Kedus
ferwilayahan Kota

Pasal 9
- Wilayah Pe-encanaan Recte Administratip Purwokerto sebagaimans

dimaksud doiam pass] 5, dibsgi dalam Bagian Wilayah Kots sebagai
heviknt

&. Bagian Wilavah Kots I seluas 242,58 Ha.
b. Bsgian Wilaysh Rota 11 seluss 418,26 Hu.
v 11 seluas 458,06 Ha.

. Bagian Y ilavah Kotz I
d. Bagian h.layah Kot Iv sieluas B03,00 Hs.
" . Bagian Wilavah Kote V seluas 371,78 Hsa.

f. Bsgiar Wilayvah Kots V2 seluas 762,60 Ha.
g. Bagisn Wilsvah Kots VIi celuas 274,75 Ha
h. Bsgian W:layah Kots Vil seluas 687,33 Ha.

Pisal 10
Fembagisn Vilsyuah sebagr gana dimaksud dslam Fasal S, tevcantum
+dalam Pets sebsgaimana t sebut dalam lampiran 1 dan merupakan

pagisn ysng Lak terpisahl s dari Peraturan Daersah ini.

Bragian Ketiga
Fenetapst Juni b dan Ponyebarnn Penduduk

Pasal 11

Jumlah penduduk Kota Adr inistratip Purvokerto diperkirskan pada
akhir tahuan 2003 adalsh < sesar 250.34% Jjiws.




A

Tasal 12

Penyebaran Jumish pendonduk sebagaimana dimaksud dslsm Pasal 11,
untuk masing-wasing BWEK diperkiraksn sebsgai berikut

a PWK ¢ seheser 35,447 jiws dengan kepadatsn sekitar 147
org/Ha
b, BWK L] sehzsar  39.723 Jiwa derngan kepsdstan eekitar 95

OrEsna

c. BAK 1[I sebesar 38 578 jiwa dengan kepadatan sekitar 78
crg/Ha

o BWR TV sebesar 35,237 jiws dengan kepadstan sekitar 59
org/Ha

2. RWK v sebessr  27.338 Jiws dengan  rkepadstan  sekitar 74
org/Hea

f. BWK VI egebresr 35,1153 jiwe dengan  kepadstan sekitar 47
org/Ha

g. BRWK  VIT  sebesar 17.20Z Jiwa dengan Kkepsdstan sekitar 63
org,/He

. BWR VILI. sebesar 21.804 Jjiws derngsn kepadatsn sekitar . 32
org,’ Ha. ’

Pasal 13

Fernyeoaran pendudal sebagaimsnz dimaksud dalam Pssal 12, tercan-
tum dalam Feta sebagimana tersebut czlam lampivan 2 dan merupa-
kan bagiasn vang tak terpisshksn dari Peraturan Daersh ini.
s
Bugian Keemp:.- .
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilevsh kote sebagsiwana dimal:sud dalsm  Pasal 6, peman-
faatnys ditetapkan sebagai berikut

a. Psrumahan 1.715,25 Ha stau 44,46 % dari seluruh luss:
b. Fasilitzs Kots 639,65 Ha atau 23,06 % dari seluruh luas;
o. Jalan dan Kuburan 803,06 Hs satau 20,81 % dari seluruh luas;
d. Rasng Terbuus 450,40 Ha atau 11,67 % dari seluruh luss.

fasal 15 .
Rencana  peaanfasten ruang sebagaimsna dimaksud dslam rasal 14,
ftercantun  dalzm Pets sebsgaimana tersebut daluam lampiran 3, dan
nerupakon Lagian vang tak rerwisahkan dsri Pevaturan Dasrsh ini .

Ragian XKelima
Strukter Utera Tingka'. Pelayanan Kota

Pazal 16

Fszilitss Jenjang pertans kota sesuasi peran dan furngsinya shtsn
3 y 2 P (] 4

dominasi ponggunsaa: sebagaimana dimsksud dalam Pasal 7 dan 6,
ditetapkan sebagal berikut

kentoran dan Bengunan Umum berada di 3BWK I1-1, 1I1-2




R
v /’/.’ %

v Paerdasganzan/Jasa  berads di SBWK [-1, I-2, 1I-1, vi-2, VI-4,
vii-1. Vil—z dan VIIL-
rergudan<an dsn 003y bersda di SEARK VII-2

d. Rawassn Campuran berads  di SBWK I1-2, IV-3, IV-4, VII-1,
vIii-2

- Rawasan Khusus (5FN) berada di SBWRK Y1-2 ;

£ fpang Tecbuka bersds di BWK V dan SBWK VIII-3 ;

o, basilitas Sosial heruds di semua SEUHK.

Pasal 17

Fasilitus Jeniang hedue fota g€ esusi dengan fungsi dsn perannya
sTau peuggunaan renuniang ditet apkan sebagal be rikut

5. Fasilitss Scsial berads di semuz SBWK
6. Ruang Terbuks Uiijan di seluruh SEWK ;
. Perumshza di seluruh SBWK ; .
d. Jalan/Sungsi di seluruh SBWK.

Pasal 18

K. .cana  pecuntukon dsa penyebaran lokasi fasilit=as sebagaimana
tyesvsnd dalan Pasal 16 dan 17, terc:ntuw dalam Peta sebsgeimaneg
revsebnt dslam lampiran 4 dan merupskan bagian Vyang tak terpi-

snhlan dari csrsturan Daersh ini.

Bagian Reeuam
5istim Utama Transportasi .

Pasal 19

(1% Jaringsn transportesi jalan di Kota Administratip Purwokerto
terdird dari

#  Jalian Kolekbtor -riwmer Vang anghubungkan Kots Administra-
tin Purwskerto Jdengan kota Tegal, Baturaden, Patikraja dan
Yogy: serts jalan lingksr 1nar maupun lingkar dalam kota,
sehegaimana teruebut dalam Lampiraen Za
14 kolzkteo:r sekander yong menghubungksn  anter jalan

Lelektor, Sebas’iiaana tersesut dalam Lampiran Shb
1ar lokul ya:7 menghunungksn jalsn antar lingkungan ke-

Jmlun kolektor, febagalmans tersepbut dalam Lawpiran Sc.

(7Y Jarings. transporcisi Kereta >l di Kota Adninistrstip Purwo-
kerto dicetapksr wenghubunghkar Surabayai;akarta.




Pasal 20

(1) Terminal angkutsan Jalan di Kote Administratip Purwokerto
ditetspkan sebagai berikut

a. Terminsl Bus sntar kota, berads di Teluk (EBWK V1I-2) ;

L. Terminsl angkotan dslam kots berada di Karangklesem (SBWK
VII~1y,

(Z2) Stasiun Kerets Api berasda di SBWK IT-1.
Pasal 21

Rencsns sistenm utama transportasi sebagaimana dimsksud dalam
Fasal 19 dsan 20, tercantum dalam laupiran 8 dan merupakan bagian
yaneg fak terpisahkan dari Persturan Daersh ini.

Bagian Ketujuh

. Sistem Utsma Jaringan Utilitas
Pasal 22
Jaringan utilitss vang dimaksud dialam Feratursn Daersh ini
meliputi
. a. Jaringsn air bersih ;
b. jaringan telepon ; ;

C. Jaringsn listrik :

d. daringsan pembuangan sir hujan
€. Jaringan pembusangan air limbah
I'. ldaringan PE€ sampshan. !

.
F) 2

Pasal 23 . ’

(1) Bistenm daringan air bersih terdiri dari
#. Jsringan pipsa indok
b. jaringan Fipa lateral
. c. Jaringsn pipa distribusi
d. Jaringan Pipa pelavanan.

(2) Sisten penvediaan sir bersih terdiri dari : e
5. bangunsn peugsmbil air baku

, . A t
b. bak venasmpungan air bersih |
¢. pengoishan air baky.

Pasal 24

(1) Sistem jaringsn Lelepon terdiri dari: :
a. Jaringan kahel primer i

’

b, Isnvingan kabel sekunder.

(7
stasiun telepon otomat

.
3

-~ - - -‘ - - -
Bangunan pendelolaan Jaringan telepon terdiri dari
a.
b.

rumah kaebel bl




Pasal 25

(1) Sistem jaringan listrik terdiri dari :
4. Jjeringe tegangan tinggi > 30 KVa 3
b. Jaringan tegangan menengah 20 s/d 30 KVA ;
¢ Jaringan tegangsn rendah < 20 KVA.

(2) Bangunan pengelolssn jeringsn listrik terdiri dsri
2. gardu induk ;
b. gsrdu transformasi.

Pasal 28

Sistem pembusngan air huian terdiri daii
a. wsluran pembusngan primer N
b. ssluran pembusngsa sekunder
¢. saluran pembuangsan tersier.

2

Pasal 27

Sistem pembuangan air limbah terdiri dari
a. salursn pembuangsn primer ; .
b. saluran pembuangsn sekunder.

Pasal 28

Sistem pengelolsan sampah terdiri dari : '
empat Pena pungan Sementara (TP3) :
ransfer Depo ;

empat Pembuangan Akhir (TPA) berads di kawassn Gunung-Tugel
seluoas 5 Ha.

N

H o
N o3 2

Pasal 29

istem Jjaringan utilitas sebagaimans dimaksud dalam FPasal 22, 23

.

24, 25, 28, 27 dan 28 tercantum dalsm Lampiran 7. 3, 9, 13, 11
dan 12 dan merupsksn bagisn yang tak terpisahken dari Peraturan
Daerah ini

Bagian Kedelapan
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 30
Air Baku sebsgeimana dimsksud dalsm Pasal 23 syat (2) huruf e

melipity
. alr permuakssan

oo air tsnsh dangkal
¢. sir tansh dalsam.

—




Pasal 31
Pengembangan pemanfaatan sir baky sebageimana dimaksud dalam
Pasal 30, harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan

Ketentuan Feraturan Perundang—undangan vang berlakn.

Bagian Kesembilan
Kepadatan Bangunasn

Pasal 32
Repadatan Bangunan ditetspkan dengan rembatasan Koefisien Dasar
Bangunan (RKDB) pads setiap peruntukan vyang disesusiksn dengan
pembangunannya merrut jumlah lantai dan lokasi bangunar .
Pasal 33
(1, KDB pPeruntukan di tepi dalan kolektor
8. Bangunan Feramshay

* 1) Jumlah lantsi 1 - 2, KDB ditetapkan 45 3 - 50 %
<Y Jumlsh lantsai 5 - 4, KDB dite:apkan 35 ¥ - 40 u.

.
)

. Bangunan perdagangan dan Jjass
1) Jumlsah lantai | - 2, KDB ditetankan 75 “ - 80 % ;
2) Jumlsh lantai 2 - 3, gpm ditetapkan 55 ¥ - gy ;
3) Jumlah lantai > 4, KDB ditetspkan 35 % - 40 %

<. Bsngunan umum, perkantorsn dan fasilitas sosial

1) Jumish lantsi 1 - 2, KDB ditetapksn 35 % - 40 ¥
<) Jumlah lantai Z - 3, KDB ditetapkan 35 2 - 40 %
3Y Jumlah lantai = 4, KDB ditetapkan 35 % ~ 40 7.

.
" d. Bsngunan rergudarigan dengan Jumlah lantsi 1 -
ditetapkan 40 % - 50 ¥%.

KDB

N

t<2) KDB perunrukan di tepi ialan lokal

&. Bangunan Perumahan dengan Jumnlah lantai 1 - 2, KDB
ditetapkan 50 % - 60 %.

b. Bangunan perdagangan dan Jass
1Y Jumiah lantsi 1 - 2, KDB dite-spkan 80 %

85
Jumlsh lantsi 2 - 3, KDB ditetapkan 55 % - B0
Jumlsh lantsgi = 4, KDB ditetapkan 35 % 40

8

2

3

e
-

)
)

¢

G

Bangunan dmum, rerkantoran, fasiiitas sosial
1y Jumlsh lantsi 1 - 3., KDB ditetapkan 40 %Z - 45 g4 3
2) Jumlah lantsi » 4. KDB ditetapkan 50 % ° 55 %,

4
%
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Pasal 34

Kepsdatan Ban-~unan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33
tercantum dalam Pets sebagaimana tersebnt dalam lsmpiran 12 dan
merupakan hagian vang tak terpisahka:n dari Fersturan Dasrah
ini,

Bagian Kesepuluh
Ketinggian Bangunan

Pasal 35

Ketinggian Jangunan ditetapkan dengsn Koefisien Lantai Bangunan
(KLBY pads setisp peruntukan vang disesuaikan dengan pem-
bangunannys merurut jumlahb lantai dan lokasi bangunan.

Pasal 386
(i) KLB peruntukan di tepi jalan kolektor

&. Bangunan perumshan
1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 45 % - 100 %
Z) Jumlah lantsi 5 - 4, KLB ditstapkan 108 % - 180 ¥%.

b. Bangunan rperdagangan dsn Jjasa
1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetspkan 75 % - 1BO %
2; Juml h lantsi 2 - 3, KLB ditetapkan 85 % - 180 % ;
3) Jumlah lantsi = 4, KLB ditetspkan = 105 .

<
-

o

Bangunsn umum, perkantoran, fasilitas sosial :
1) Jumlah lantai 1 - 2, KLB ditetapkan 35 % - 80
2) Jumlah lantai 2 - 3, KLB ditetapksn 70 % - 120
3) Jumlsh lantai » 4. KLB ditetapkan > 105 %

e 3¢

d. Besngunan Pergudangan dengan dumlah lantai ) - 2, KLB
ditetspkan 45 % - 100 % ¢

(2 KLB peruntukan di tepi Jalan lokal

&. Bangunan perumshan dengsan dumlah lantgi 1 - 2, KLB
ditetapkan 50 % - 120 ¥ '

b. Bangunan rerdagangan dan Jasa
1)y Jumlah lantsai 1 - Z. KLB ditctapkan 80 % . 170 %
2 Jumlah lantsi 2 - 3, KLB ditetspkan 85 ¥ - 120 %
3) Jumlah lantss > . 4, KLB ditewapkan > 105 %

D,

N

¢. Bangunan Mmum, gerksntorsn, fasilitaos sosial
1} Jumlah lantai 1 - 3, KLB ditetsokan 40 % - 30 %
Z2) Jumlah lantzi =2 4, KLB ditetapksn > 105 % .




Pasal 37

Ketinggian Bsngunan sebagaimana dimaksud dalsm Passl 35 dan 38
tercantum daslam Pets sebagaimans terselut dalam lampiran 13 dan

14, dan merupaksn bagisn yang tak terpisahkan dsri Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 38

Indikasi unit pelayanan Kots Administratip Purwokerto tercesntum
daslsm Pets sebagsimens tersebut dalam lampiran 15 dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Persturan Daersh ini.

“. BAB V

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG EKOTA
Pasal 39

Jangks wakty RUTRR Kots Admintratif Purwokertuao adslah 10

(sepuluh) tshun dan dibagi dalam tahap- tahap pembangunan seba-
€21 berikut

&. Tahsp I dari tahun 1993 s/d 1998
b. Tshap II dari tahun 1998 s/d 2003.

.
J

Pasal 40

£
‘. Penyusunan pelskssnsan Program-program serta proyek-proyek Jang §
diselenggarakan oleh Instansi Pemeriritah, Swasta dan masyvarskst
luas harus berdasarkan rada pokok-pokok ¥sbijaksansan sebagai- 5
mana dimaksud dalsm Pasal 14, C;?

Pasal 41

(1) RUTRK skan ditinjan kembsali setiup & (lims) tahun untuk

dapst  diuban den  disesusiksn dengen kesdsan dsn per-
kembasgsn kotsa .

c

(£) Perubahan sebagaimsna dimaksud dalam ayat (1),

ditetsapkan
dengsn Peratursn Daerah.

(3) Buku Rericana dan Album Petg merﬁpakan Lampiran yang tak i
terpisshisn dari Peraturan Daersh Jni. '

i

14 i




Pasal 42

Rencana Umum Tsats Ruang Kota ini bersitat terbuka untuk umum

dan ditempstkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat
vang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 43

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengensl Rencana

Umum Tats Rusng Kota (RUTRK) Kots Admintratif Purwokerto secara
tepst dsn mudah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAFASAN PEMBANGUNAN
Pasal 44

Pengendalisn dan pengawssan guna menjamin tercapainya maksud’
dan  tujuan rencansa sebagaimana dimaksud dslam pasal 3 dan 4
dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45

(1) Pengenaalisn pembangunan fisik dilakuksn melaiui kewenangan
rerijiran yvang sda psada Instansi Pemerintah Dsersah

(Z) Pelsxssnsan tindakan penertiban dilakukan oleh Femerintah
Dsersh Tingkst IT berdassarkan atas RUTRK dan penjshsrsnnys.

(3) Pengsawssan dan pencegahsn segals kegiatan pembangunan yang

bertentsngan dengan Peraturan Da:ish ini menjadi wewensng
Camat setempat dan dslam waktu seiamb&t—lambatnya 3 x 24
Jam  wajib melspor kepada Bupati Kepala Daersh stan Dinas

Teknis yang dituniuk.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 46 W‘L’i

(1) Barsng siapsa melanggar ketentuan §’sss 'da.n )diancam
Yidana kurungan selama-lamsnya 3 tiga ulan stau dends
setingi-tingginys Rp. 56G.000,~ (Litvs Puluh Riku Rupiah).

t2) Tindak Pidans sehsgaimana dimaksud dalem ayst (1), adalah
pelanggaran,

3 %6



{3 Selsin Lindak pidang Sebagaimansg dimsksud dalam ayvat (1),
tindaj pidang yang mengakibatkar Perusaksn dan Péencemarsgn
linngngan'dianoam Pidang Sesuai dengan ketentusan Persturan
Perundang—undangan yang berlaky. _ .

Pasal 47

(1) Selain olel Fejabst Penyidik Umun,:penyidikan atasg tindak

Pidans seb&gaimana dimaksud dalam-Pasal 46, dapst Juga
dilskukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah, Yang pengangk&tannya ditetapkan Sesugi

dengsn ketentuan Peraturan Perundang~undangan yang berlsky.

(2) Dalapy melaksanakan tugsas penyidikan, Fenyidik Pegswsi
Negeri Sipi] Sebagaimang dimsksnd dalam ayst (1), berwenang

4. menerimg lsporan atsan bPengsdusn dari Seseorang tentang
adanys tindak Pidana;

D. melakukan tindaksn Pertama pgdg Saat ity di tempat

keiadian Serts nelakukarn Pemeriksggn .

menyvurgh berhent; Seorsng tersaigks dan memeriksg tands

Pengenal dipj tersangks .

d, melskuksp Penyitaan bendg dan stagy Sursat;

€. mengamhbi] Sidik Jari dan mnemotrer S€Seorang;

F. memnanggi} Seseorang untuk didengsar dan diperiksa Sebg-
g5 Lersangks atau saksi ;

g. mendatangkan orang shili yang diperlukan dalam hubungsan
dengsn Pemeriksggy Perkars;

b, manghentikan Eenyidikan setelgh mendapat Petunjuk dari
Penyidik Unum bahws tidsk terdapst cukup  bukty stay
bPerist wy tersebyt buksan merupskan tindak pidang dan
selanjutnya melglnj Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepadsg Penuntut Umum, tersangks atay keluarga-

[

i, mengsdskan tindakan lair menuryt hukom Yang dapart
dipertanggung Jawabkan

(33'Dalam melaks&nakan tugss penyidikan, Penyidik Pegawsi
Negeri Sipii sebagaimana dimaksug dalam ayvat (1), wajib
nengadaken koordlnasi dengan Fejabet Penyidik Umum .

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
' Pasal 48

|

Dengsn berlakunya Eeraturan dsergh ini meksy

&. kegiatan Yang tejgp ditetapkan déry keberadaannya tidak

sesngi dengsn Rencana Umum Taty Ruang Kotsg, dapat
diterusraﬁ

lingkungan

SePaniang tidak menggang zy fungsi Beruntukan




Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 18 llaret 1997 Nomor s 188.3/44/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II
Benyumas tanggal 21 llaret 1997 Seri : D Nomor : 3

NYromr®pfs, S OB DI WA ip
' Pembina Tke I
NIP : 500034 842
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b. dalam hal kegisatan vang telah ada dan dinilai mengganggu
fungsi peruntukan lingkungan, harus segera dicegah dan atau
dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannys

selambatllambatnyd 3 (tiga) tahun sejak‘ berlakunya
Persturan Daerah ini.

Pasal 49

Hal-hal yang belum distur dalam Peraturan Daserah ini sepanjang

mengensi pelaksanaannysa aksan diatur lebih lanjut oleh hBupati
Kepala Daersah.

Pasal 50

Segdla Peraturan Déerah yang materinya bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinysatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pads tanggal diundsngkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Persaturan Daerah ini dengan

penempatannya
dalam Lembaran Daersah Kabupaten Daerah Tin

gkat II Banyumss.

Ditetapkan di Purwohkesty
pada tanggsl 14 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EKABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

BANYUMAS
BANYUMAS

.............................

...........................

’
éépPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 5 TrAHUN 1935 |
TENTARG

RENCANA UMUN TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO

PENJELASAN UMUN

Bahws pembsngunan Rots Administratlp Purwokerto perlu dikelo-

L=, dimanfaatkan dan dikembsanikan sebaik—baiknya guna kemak-
maran dan kesejahteraan selurnh masyarakat .

Bahwa pads dassarnys berkembangan kotsa Purwokerto dipengaruhi
oleh sdanys pertamnbahan pendudok yYang membutuhkan wadah untuk
anttivitas kehidupannya di kots yang menyebsabkan banyak terjsa-
dinva Perubahan fisik dan penyiiguniaan lshan kota. Dilain pihak
terbatasnys Penyediaan fasilitas kehidupan kots terutams
Penyedisan lahannys menjadikan Peningkstan lahan kota,
terutams lahan kurang produl:iip menjadi jenis Penggunaan
lahan yang produktip dan keti1tuhan membangun tidak hanysg
S#cara horisontal, melainkan Fembangunan szegrg vertikal juga
semakin nendessk, Hgl demikisan menyebsbkan Feratursn Dsersr
Kebupaten Daersh Tingkat 7IJ Banyumss Nomor 1 Tahun 1987
tentang Rencans Induk Kotsg Lencana Bagisn Wilaysh Rots dan
Rencans Terinei Kota Kots Administratip Purwokerto menjadi
tidsk efektif bagi upava bPeneendslian kots, oleh ksrena itn
perlu direvisi atan ditinjsay kembsli dengan menetapkan Pep-
aturan Dsergh tentang Rernicsna Umum Tats Ruang Kota (RUTRK )
Kots Administratip Purwokerto sebagal eedoman bagi semus
kegiatan pPemanfaatsan ruang secsra optimal, sergsi, Seimbang,
terpady, tertilb, lestsri dan berkelanjutan;

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ‘
Fassl 1 zsq Passl 2 haruf o - Cukup jelas,

huruf ¢ ! Ysng dimaksud dengan "keter-
> buksan dan PErsamsan’ dalanm
&zZas penyusunan Rencans Unmum
Tatsg Ruang Kotsg adalsh bahwg
setiszp orend berhsk untuk
mengetahui Rencans Umam 7sta
Rusang Kora tanps merhbeds -
bedaksn Status orsng per
ocrang tersebut .

vt
o
DAE
&
;.-l
o

Psssl 3 s/d Pasasl 8 Cukup ielss,

<
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s/d Fasal 16 huruf
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huruf g

o

i

Penosgian Wilaysah Ferencansan
Koty Administratip furwokerto
menjadi 8§ (delapan) bagian
dilihst berdassriksn kriteria
vaitu kessmsaan fungsi kaws-
san, kesamasn karaskteristik

rengembangan, efisiensi
sistem Pergerakan kota dan
Sistem Jaringsan Jelan. BSe-
darigkan Strategi dasar
pPendembangar: begian Wilsyah
Kota disntaranys adzlah

venentusn  fungsi di  setiap
Bagian Wilayah Kots, kaitan
hutungan fungsionsl antar
Ragian Wiisyah Kots dan
karskteristik serts kegiatan
di setisp PBagisn Wilayah
Kots.,

Cukup jelss.

Yaug dimaksud dengsan "fasili-
tas sosisl’ adalsh meliputi
fasilitas

T oSsrans pendidikan

T S4rans peribadatan
T Serana kesehstan i
T Sarana perksntorsn }
T S4rsna pertovnosr ;

- SAarans bPerdagangan .

!

b

Cukup Jjelss,

---------- ¢:\pPerda\jelraper ~———o_____

g e g



